
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 45 TAHUN 2025 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  31 ayat  (2) 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  perlu  menetapkan 
Peraturan  Bupati  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang 
Penetapan  Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun 
1953  tentang  Perpanjangan  Pembentukan  Daerah 
Tingkat  II  di  Kalimantan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  1953  Nomor  9),  sebagai  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1965  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  Tanah 
Laut,  Daerah  Tingkat  II  Tapin  dan  Daerah  Tingkat  II 
Tabalong Dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor  3  Tahun  1953  tentang  Pembentukan  Daerah 
Tingkat  II  di  Kalimantan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia   Nomor  4286),  sebagaimana  telah 
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 
tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 



Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355),  sebagaimana 
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 
2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021 
Nomor  246,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 
Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Nomor  55234),  sebagaimana  telah  beberapa 
kali diubah, terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 
Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2024 Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  6 
Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana 
telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang 
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5601),  sebagaimana 
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta 
Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2014 Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  5539),  sebagaimana  telah 
beberapa  kali diubah,  terakhir  dengan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik  Desa  Desa (Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2021 Nomor  21,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 6623);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang 
Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2023  tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2023 Nomor 100,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang 
Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  dan  Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  di  Desa  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  (Berita  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  2094) 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

19. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036) 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 
2015  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah 
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor 
157);

20. Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  1  Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset  Desa (Berita  Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2016  Nomor  53),  sebagaimana  telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 



Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 243);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang  Kewenangan  Desa  (Berita  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

22. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor 
537), sebagaimana telah beberapa kali  diubah, terakhir 
dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 
121/PMK.07/2018  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas 
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor 
1341);

23. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  199/PMK.07/2017 
tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  Dana  Desa  Setiap 
Kabupaten/Kota  dan  Perhitungan  Rincian  Dana  Desa 
Setiap  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2018 Nomor 1884);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga 
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 569);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Berita  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah 
Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 
Nomor 1203);

27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
Transmigrasi  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pedoman 
Umum  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan 
Masyarakat  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1633);

28. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor 
1781);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor  7 Tahun 2023  tentang  Rincian 
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat 
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun 
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 
2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah 
Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahun  2016  tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 



Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2022  Nomor  10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 
07);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 
2025  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat 
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun 
2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 3);

33. Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  27 Tahun  2018 
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten 
Tabalong  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun 
2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 
45  TAHUN  2025  TENTANG  PEDOMAN  PENYUSUNAN 
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DESA  TAHUN 
ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran  2026  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2025  Nomor  45) 
diubah sebagai berikut :

Ketentuan romawi IV Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
IV.   Hal Khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, selain 
memperhatikan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga 
memperhatikan hal-hal khusus, antara lain :
1. Penganggaran  untuk  penghasilan  tetap  bagi  Kepala  Desa,  Perangkat 

Desa dan staf Pemerintah Desa dapat dianggarkan selama 13 bulan.
2. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader 

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader 

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
4. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader 

Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
5. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader 

PIK Remaja
6. Pemerintah Desa dapat mengganggarkan bantuan insentif untuk kader 

posyandu.
7. Pemerintah  Desa  dapat  menganggarkan  kegiatan  10  Program  Pokok 

PKK
8. Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya sewa server/langganan 

Cloud.
9. Kegiatan-kegiatan  di  desa  yang  dananya  bersumber  dari  APBDesa 

hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan 
Desa,  sedangkan  diluar  itu  diusulkan  untuk  didanai  dari  APBD 
Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

10. Dukungan  kegiatan  di  desa  terhadap  program  prioritas  daerah 
diantaranya :
a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Smart;
b. Ketahanan Pangan;
c. Bank Sampah;
d. Desa Cinta Statistik (Cantik).



11. Dana Desa tidak boleh digunakan untuk :
a. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan  Kantor  Desa, 

dikecualikan bagi desa yang berstatus Desa Mandiri diperkenankan 
menganggarkan biaya rehabilitasi/pemeliharaan kantor Desa paling 
banyak 10% dari anggaran Dana Desa;

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Ibadah;
c. Pengadaan  sarana  kendaraan  dinas  bagi  aparatur  pemerintahan 

desa;
d. Pengadaan Tanah Kas Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 N0M0R


